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RINGKASAN 

 

Evaluasi Program Siswa Asuh Sebaya pada Tingkat Sekolah Dasar di 

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi; Winda Rossalia, 

140910201016; 2018: 142 halaman; Program Studi Ilmu Administrasi Negara, 

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember. 

Penelitian ini didasari oleh permasalahan pembiayaan pendidikan di 

Indonesia, terutama bagi peserta didik yang kurang mampu secara ekonomi. 

Permasalahan tersebut terlihat pada tingginya persentase penduduk yang berumur 

15 tahun ke atas yang ditamatkan pada jenjang pendidikan SD/MI yang mencapai 

36,66% dibandingkan dengan jenjang pendidikan di atasnya. Bahkan pendudukan 

yang tidak memiliki ijasah SD mencapai 20,42%. Berbagai program dari 

pemerintah pusat seperti Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa 

Miskin (BSM) maupun dari pemerintah daerah seperti Banyuwangi Cerdas, 

Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa, Banyuwangi Mengajar, dan lain-lain 

telah diimplemenntasikan untuk membantu siswa yang kurang mampu secara 

ekonomi. Namun keterbatasan dana APBD khususnya untuk bidang pendidikan 

belum mampu menjangkau seluruh sekolah se-Kabupaten Banyuwangi sehingga 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Program Siswa Asuh Sebaya. 

Program Siswa Asuh Sebaya adalah program bantuan yang diberikan 

oleh siswa yang mampu secara ekonomi untuk meringankan biaya pendidikan 

siswa yang kurang mampu secara ekonomi dalam satu sekolah yang sama. 

Program tersebut dicanangkan sejak tahun 2011 namun pemerintah mengesahkan 

program tersebut dalam Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 

188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Dalam 

pelaksanannya, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Standar 

Operasional Prosedur yang tercantum dalam surat keputusan Kepala Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 188/1416/429.101/2015 tentang 

Standar Operasional Prosedur Siswa Asuh Sebaya di Lingkungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

konsep evaluasi Dunn.  
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Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Data dalam penelitian ini didapatkan melalui berbagai sumber data 

primer maupun sekunder. Teknik dan alat perolehan data melalui teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik menguji keabsahan data dalam 

penelitian ini menggunakan metode perpanjangan keikutsertaan dan metode 

triangulasi. Teknik analisis data yang peneliti gunakan adalah teknik analisis 

interaktif oleh Miles dan Huberman.  

Hasil penelitian menyatakan bahwa program Siswa Asuh Sebaya pada 

tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwnagi Kabupaten Banyuwangi masih 

belum mampu menjalankan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam SK dan 

SOP tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Sosialisasi yang tidak merata dan 

belum menjangkau ke semua sekolah khususnya sekolah dasar di Kecamatan 

Banyuwangi mengakibatkan perbedaan pemahaman dan penafsiran antara satu 

sekolah dasar dengan sekolah dasar yang lain sehingga masing-masing sekolah 

membuat improvisasi sendiri terkait pengelolaan SAS. Jika dilihat dari kriteria 

pengukuran menurut Wiliam N. Dunn, permasalahan siswa dalam membiayai 

pendidikan terutama kebutuhan pendidikannya seperti tas, sepatu, alat tulis, dan 

sebagainya bisa tercukupi. Masing-masing sekolah dasar telah memberikan 

bantuan secara merata, artinya siswa dibantu sesuai dengan kebutuhannya. 

Pelaksanaan program SAS mendapat respon yang baik dan positif dari siswa, 

sekolah maupun orang tua siswa. Penerima program SAS merasa sangat terbantu 

karena siswa menjadi lebih semangat dalam belajar dan bersekolah serta mampu 

meringankan beban orang tua. Hasil tersebut menggambarkan bahwa program 

Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi sudah 

efektif. Meskipun ada beberapa sekolah dasar yang mengalami kendala dalam 

proses kegiatannya, namun respon dari target group maupun non target group 

terhadap bantuan dana Siswa Asuh Sebaya tersebut sangatlah baik, sehingga 

siswa yang menerima bantuan tersebut lebih semangat lagi untuk belajar dan 

bersekolah. 
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BAB 1. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan negara yang 

diamanatkan pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alenia ke-IV. 

Dalam mencapai tujuan tersebut pemerintah memfokuskan pada sektor 

pendidikan. Pendidikan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional yang dijelaskan pada Pasal 1 ayat (1) yaitu usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran 

agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.  

Pendidikan merupakan perangkat penting dalam meningkatkan 

kesejahteraan warga melalui penguasaan ilmu pengetahuan, informasi dan 

teknologi sebagai prasyarat bagi masyarakat modern. Pelayanan pendidikan dalam 

konteks kebijakan bukan saja ditujukan untuk menyiapkan dan menyediakan 

angkatan kerja yang sangat dibutuhkan oleh dunia kerja, melainkan juga untuk 

mencapai tujuan-tujuan dalam arti yang luas yaitu membebaskan masyarakat dari 

kebodohan dan keterbelakangan dalam berbagai aspek kehidupan. Pendidikan 

menjadi hal yang sangat penting dalam memajukan suatu negara. Sehingga 

masalah pendidikan tidak hanya dipikirkan oleh kelompok sosial yang peduli 

terhadap pendidikan masyarakat. Namun pendidikan juga menjadi tanggung 

jawab pemerintah yang dibantu oleh pihak di luar pemerintah. Pemerintah 

memiliki peran yang penting dalam bertindak dalam melakukan perbaikan dan 

pembangunan pada sistem pendidikan nasional yaitu membuat suatu kebijakan 

dalam bidang pendidikan. Selain itu peran masyarakat juga penting dalam 

melaksanakan kebijakan pemerintah. Sehingga pendidikan harus menjadi prioritas 

pembangunan yang utama karena melalui pendidikan juga akan membawa 
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dampak bagi perkembangan suatu negara secara sosial budaya maupun ekonomi. 

Hal tersebut dikarenakan pendidikan memiliki fungsi untuk membebaskan 

masyarakat dari belenggu kehidupan yang mendasar seperti buta huruf, 

kebodohan, ketakutan, kelemahan, serta keterbelakangan. Melalui pendidikan, 

manusia dapat memotivasi dirinya untuk bergerak dan melakukan perubahan, 

mengetahui informasi-informasi mengenai peristiwa maupun permasalahan dalam 

kehidupan, serta memiliki wawasan yang lebih luas. 

 Manusia merupakan sasaran pendidikan karena pendidikan memiliki fungsi 

untuk mencetak sumber daya manusia yang berkualitas dalam memajukan suatu 

bangsa. Sehingga sistem pendidikan nasional dituntut untuk selalu menyesuaikan 

dengan perkembangan zaman. Perkembangan zaman selalu memunculkan 

tantangan-tantangan baru karena sering tidak dapat diramalkan sebelumnya. 

Sebagai konsekuensi logis, pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah 

baru. Permasalahan pendidikan yang sering dihadapi oleh masyarakat Indonesia 

adalah permasalahan pembiayaan pendidikan. 

Wakil Menteri Pendidikan Nasional mengatakan bahwa 80% anak 

Indonesia menyatakan karena kesulitan ekonomi baik yang tidak memiliki dana 

untuk membeli pakaian seragam, buku, transport atau kesulitan ekonomi  yang 

mengharuskan mereka harus bekerja sehingga tidak mungkin untuk bersekolah 

(dalam http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/25/154298-80-

persen-anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ekonomi). Sedangkan pada tahun 

2016, menurut data yang dikeluarkan oleh UNICEF, jumlah anak Indonesia yang 

tidak dapat menikmati pendidikan dengan baik yaitu berjumlah 2,5 juta anak 

Indonesia. Jumlah tersebut terdiri dari 600 ribu anak usia Sekolah Dasar (SD) dan 

1,9 juta anak usia Sekolah Menengah Pertama (SMP). Selain itu, hasil penelitian 

yang diumumkan oleh Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas 

Gadjah Mada menyebutkan sebanyak 47,3% responden tidak bisa melanjutkan 

sekolah dikarenakan masalah biaya, 31% memilih membantu orang tua bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan hidup, dan 9,4% memilih untuk memperoleh 

pendidikan nonformal seperti pesantren atau home schooling. Anak-anak yang 

memilih untuk tidak melanjutkan sekolah kebanyakan memiliki ijazah terakhir 
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sekolah dasar yang berjumlah 42,1% dan sebanyak 30,7% berhenti sekolah tanpa 

memiliki ijazah. Namun dari hasil penelitian yang diperoleh, sejumlah 93,9% 

memiliki rencana untuk melanjutkan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih 

tinggi. Hal tersebut dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden dalam 

penelitian tersebut memiliki keinginan yang besar untuk menikmati pendidikan ke 

jenjang yang lebih tinggi, tetapi masalah yang menghambat keinginan besar 

mereka adalah masalah ekonomi keluarga, terutama masalah biaya yang harus 

dikeluarkan agar anak-anak dapat memperoleh pendidikan (dalam 

http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-

angka-putus-sekolah-di-indonesia/). 

Berdasarkan pernyataan singkat dalam artikel tersebut, permasalahan 

pembiayaan pendidikan merupakan persoalan yang sangat penting dalam 

perbaikan sistem pendidikan dan salah satu syarat untuk mencapai keberhasilan 

dalam penyelenggaraan pendidikan. Padahal dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengamanatkan tentang pengalokasian 

dana pendidikan pada Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa sebagai berikut. 

“Dana pendidikan selain gaji pendidik dan gaji pendidikan kedinasan 

dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).” 

 

Namun dalam penyelenggaraan pendidikan di Indonesia, masih banyak kepala 

daerah yang tidak mengalokasikan anggaran pendidikan sesuai dengan yang 

tercantum dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 tersebut. Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan, Muhadjir, mengatakan bahwa pemerintah daerah telah melanggar 

undang-undang (Sistem Pendidikan Nasional) semua. Lima daerah teratas dengan 

alokasi dana pendidikan tertinggi di Indonesia antara lain, DKI Jakarta 22,3%, 

Kalimantan Selatan 9,8%, Yogyakarta 9,7%, Kepulauan Riau 9,6%, dan Maluku 

9,2%. Sementara, daerah dengan alokasi dana pendidikan terendah yakni Jawa 

Timur 1,7% dan Papua 1,4% (dalam 

https://nasional.kompas.com/read/2017/08/23/17263051/mendikbud-prihatin-

banyak-daerah-alokasikan-anggaran-pendidikan-di-bawah-20 diakses pada 

tanggal 13 Mei 2018). 
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Jawa Timur memiliki alokasi anggaran pendidikan terkecil kedua dalam 

APBD setelah Papua. Namun beberapa kabupaten di Jawa Timur memiliki 

prioritas pembangunan utama dalam bidang pendidikan sehingga Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapat alokasi anggaran tertinggi 

untuk bidang pendidikan daripada bidang yang lainnya. Salah satu kabupaten 

yang mengalokasikan anggaran tertinggi untuk pendidikan adalah Kabupaten 

Banyuwangi. APBD Kabupaten Banyuwangi 2018 mencapai Rp 3 triliun. Dari 

besaran tersebut, serapan APBD terbesar diberikan untuk pendidikan hingga 

mencapai Rp 1,04 triliun (dalam https://banyuwangi.merdeka.com/info-

banyuwangi/dari-total-rp-3-triliun-alokasi-apbd-banyuwangi-terbesar-di-sektor-

pendidikan-180106s.html diakses pada tanggal 13 Mei 2018).  

Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten di Jawa Timur 

yang terletak di ujung timur pulau Jawa dan menjadi wilayah terluas di Jawa 

Timur dengan luas wilayah 5.872,50 km
2
. Pada tahun 2017, Kabupaten 

Banyuwangi memiliki jumlah penduduk 1.603,74 ribu jiwa dengan persentase 

penduduk miskin yaitu 8,64% atau sejumlah 138,54 ribu jiwa (sumber data dari 

Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional). Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi memiliki misi untuk mewujudkan aksesbilitas dan kualitas pelayanan 

bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya. Melalui misi tersebut, 

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai membuat kebijakan-kebijakan di sektor 

pendidikan untuk melakukan perbaikan dengan membuat skala prioritas 

pembangunan daerah. Salah satu prioritas pembangunan daerah dalam kategori 

wajib yaitu pendidikan. Berbagai inovasi program pendidikan dicanangkan untuk 

membantu menyelesaikan permasalahan pendidikan anak usia sekolah agar bisa 

bersekolah hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Beberapa program yang dibuat 

oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu program Banyuwangi Cerdas, 

Gerakan Daerah Angkat Anak Muda Putus Sekolah (Garda Ampuh), Banyuwangi 

Mengajar, serta Gerakan Masyarakat Pemberantasan Tributa (membaca, menulis 

dan berhitung) atau yang dikenal dengan sebutan Gempita. Banyaknya program 

pendidikan yang telah dibuat sehingga anggaran dari APBD banyak dialokasikan 

pada sektor pendidikan.  
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Pada tahun 2016, alokasi anggaran untuk pendidikan pada APBD 

Kabupaten Banyuwangi mendapat 42,4% atau sejumlah Rp1.169.834.632.631 

dari total APBD Kabupaten Banyuwangi  Rp2.757.592.948.709 (sumber 

www.banyuwangikab.go.id). Berdasarkan data tersebut sektor pendidikan 

memiliki anggaran yang paling besar daripada sektor lainnya. Hal tersebut 

dikarenakan pendidikan menjadi prioritas wajib pembangunan daerah Kabupaten 

Banyuwangi. Dana tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan fisik sebagai 

penunjang wajib belajar pendidikan 9 tahun. Kegiatan fisik tersebut meliputi 

rehabilitasi bangunan sekolah, pengadaan alat praktek dan peraga siswa, 

pengadaan buku dan alat tulis siswa, pembangunan perpustakaan, pengadaan 

perlengkapan lainnya yang tersebar di 24 kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. 

Belanja fungsi pada sektor pendidikan terbagi menjadi tiga rincian, yaitu 

pendidikan, pemuda dan olah raga, dan perpustakaan.  

Persentase anggaran belanja pada sub fungsi pendidikan dalam APBD 

Kabupaten Banyuwangi tahun anggaran 2016 yaitu perpustakaan 0,06%, Pemuda 

dan olah raga 1,03%, dan pendidikan 98,9% (sumber 

www.banyuwangikab.go.id). Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa anggaran 

terbesar pendidikan dialokasikan pada sub fungsi pendidikan dikarenakan dana 

tersebut digunakan untuk membiayai program pendidikan yang telah dibuat dan 

pembangunan infrastruktur untuk pendidikan. Rincian dana pada sub fungsi 

pendidikan dalam APBD Kabupaten Banyuwangi dibagi menjadi dua kelompok 

belanja. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 36 ayat (1) yang menyatakan bahwa belanja 

menurut kelompok terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. 

Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak 

terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, seperti gaji dan 

tunjangan guru. Sedangkan kelompok belanja langsung merupakan belanja yang 

dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. 

Belanja langsung terbagi menjadi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan 

belanja modal. Berikut tabel rincian dana kelompok belanja sub fungsi pendidikan 

dalam APBD Kabupaten Banyuwangi. 
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Tabel 1.1 Persentase rincian dana pada kelompok belanja sub fungsi pendidikan 

dalam APBD Kabupaten Banyuwangi 

Tahun Belanja 

Tidak 

Langsung 

Belanja Langsung 

Pegawai Barang 

dan Jasa 

Modal 

2016 84,67 3,32 9,41 2,60 

Sumber: www.banyuwangikab.go.id 

 Tabel di atas menjelaskan bahwa anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi 

pada sub fungsi pendidikan lebih banyak dialokasikan untuk belanja tidak 

langsung. Dalam kaitannya dengan anggaran belanja tidak langsung dan belanja 

langsung, maka perlu adanya pengkajian secara mendetail mengenai penggunaan 

dana. Seharusnya kelompok belanja langsung lebih diperhatikan lagi karena 

belanja langsung dapat mempengaruhi mutu pendidikan apalagi dengan jumlah 

anggaran belanja langsung yang tiap tahunnya mengalami penurunan 

dibandingkan dengan anggaran belanja tidak langsung yang justru mengalami 

fluktuatif. Rendahnya anggaran belanja langsung justru menimbulkan  

permasalahan yang harus dihadapi oleh pemerintah. 
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 Tabel 1.2 Persentase penduduk 15 tahun ke atas menurut tingkat pendidikan  

tertinggi yang ditamatkan pada tahun 2016 

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi, 2017 

 

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa jenjang pendidikan SD memiliki 

persentase tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya. Tingginya persentase 

penduduk yang berumur 15 tahun ke atas yang ditamatkan pada jenjang SD/MI, 

menjadi hal yang lebih serius untuk ditangani. Dalam hal ini tangan pemerintah 

melalui anggaran dalam APBD masih belum bisa menjangkau permasalahan 

pendidikan di seluruh kecamatan di Kabupaten Banyuwangi. Bantuan dari dana 

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang 

berasal dari dana APBN belum mampu menjangkau siswa yang miskin 

seluruhnya dikarenakan pencairan dana yang sering terlambat dan prosedur yang 

berbelit-belit. Untuk membantu pemerintah dalam membantu penduduk yang 

belum pernah memperoleh pendidikan maupun yang putus sekolah tanpa harus 

mengeluarkan anggaran pendidikan dari APBD maka Pemerintah Kabupaten 

Banyuwangi membuat suatu program yang dikelola oleh siswa yang dibantu dan 

didampingi oleh guru dan sumber dana yang diperoleh pun dari siswa juga. 

Program tersebut adalah program Siswa Asuh Sebaya. 

Program Siswa Asuh Sebaya yang telah dicanangkan sejak tahun 2011 

merupakan salah satu inovasi program dalam meningkatkan pendidikan sebagai 

upaya dalam menciptakan kondisi agar anak-anak usia sekolah memperoleh 

peluang untuk bersekolah. Pada tahun 2013 pengelolaan program SAS telah 

dilengkapi dengan fasilitas laporan penerimaan dan penggunaan online melalui 

website Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang dapat dipantau sewaktu-

Jenjang Pendidikan Laki-Laki Perempuan Laki-laki dan 

Perempuan 

Tidak punya Ijasah SD 14,84 25,83 20,42 

SD/MI/SDLB/Paket A 39,07 34,34 36,66 

SMP/MTs/SMPLB/Paket B 22,24 18,43 20,31 

SMA/MA/SMLB/Paket C 14,34 14,74 14,54 

SMK/MAK 4,10 3,80 3,94 

D1/D2/D3 1,16 0,60 0,87 

D4/S1 3,93 2,20 3,05 

S2/S3 0,32 0,06 0,19 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


8 
 

waktu. Pada tahun 2014, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mulai melegalkan 

program SAS dengan mengeluarkan Surat Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 

188/182/KEP/429.011/2014 tentang Program Siswa Asuh Sebaya. Program Siswa 

Asuh Sebaya adalah sebuah program untuk membantu siswa yang kurang mampu 

dalam ekonomi yang dibiayai oleh siswa yang mampu secara ekonomi dalam satu 

sekolah. Tujuan program Siswa Asuh Sebaya adalah sebagai wujud kepedulian 

masyarakat yang dilakukan oleh para siswa didik yang mampu secara ekonomi 

untuk meringankan biaya pendidikan kepada sesama teman satu sekolah yang 

kurang mampu secara ekonomi. Sasaran program ini adalah para siswa pada 

jenjang pendidikan SD/MI/SMP/MTs/SMA/MA yang kurang mampu membiayai 

pendidikannya.  

Pada tahun 2015, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan 

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor: 

188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Siswa Asuh 

Sebaya (SAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. 

Berdasarkan SOP Siswa Asuh Sebaya, pengelolaan program Siswa Asuh Sebaya 

dilakukan dengan cara membentuk tim SAS yang terdiri atas siswa dan guru pada 

masing-masing sekolah memiliki tugas untuk mengatur dan mengelola dana yang 

diperoleh dari hasil sumbangan siswa-siswi. Tim yang dibentuk terdiri dari siswa-

siswi pada jenjang kelas tertinggi di sekolah tersebut dan beberapa guru yang 

ditunjuk langsung oleh kepala sekolah untuk masuk ke dalam tim SAS. Pada 

jenjang sekolah dasar dan sederajat, guru fokus pada pengumpulan dan 

pendistribusian dana. Sedangkan pada jenjang SMP dan sederajat, peran guru 

sebagai motivator untuk mengawasi dan mengarahkan siswa dalam memperoleh 

dana tersebut. Dana yang dikumpulkan bukan dana dari pemerintah seutuhnya, 

tetapi diperoleh melalui sumbangan yang diberikan secara sukarela oleh siswa. 

Dana pemerintah hanya digunakan untuk membantu dalam mempublikasikan 

program SAS saja. Biasanya orang tua tidak memberikan uang secara khusus 

untuk disumbangkan, tetapi orang tua memberikan uang saku kepada anaknya 

dengan jumlah yang tetap sehingga anak tersebut dapat mengelola sendiri 

uangnya digunakan untuk apa. Bantuan yang disalurkan oleh dana SAS berupa 
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barang keperluan yang dibutuhkan oleh siswa kurang mampu dalam segi 

ekonomi. 

Pada tahun 2016, total dana yang terkumpul dari tiap sekolah di Kabupaten 

Banyuwangi berjumlah Rp2.738.790.317,- dengan total siswa yang menerima 

dana SAS sebanyak 62.709 siswa (sumber Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi tahun 2017). Data tersebut menjelaskan bahwa meskipun dalam 

mengumpulkan dana SAS yang tidak diberi target jumlahnya dan siswa 

menyumbang dengan sukarela, dana SAS yang dikumpulkan cukup 

mencengangkan. Hal tersebut dikarenakan total dana yang dikumpulkan selalu 

mengalami peningkatan meskipun pada total penerima dana SAS mengalami 

fluktuasi. Meskipun begitu, hal tersebut merupakan sebuah prestasi yang 

dirasakan oleh Kabupaten Banyuwangi karena mampu mengumpulkan dana 

sebanyak itu tanpa bantuan dana dari APBD Kabupaten Banyuwangi dan telah 

membantu lebih dari 60.000 siswa kurang mampu tiap tahunnya.  

Prestasi tersebut membuat Kementrian PAN-RB tertarik untuk turun 

langsung dalam melakukan verifikasi atas konsep dan implementasi program SAS 

yang dilakukan oleh Kabupaten Banyuwangi. Salah satu kecamatan yang 

didatangkan langsung oleh Kementerian PAN-RB adalah Kecamatan 

Banyuwangi. Salah satu sekolah yang didatangkan langsung oleh Prof. Dr. Jusuf 

Irianto, M.Com dan Dr. Muhammad Imanuddin dari Kementrian PAN-RB adalah 

SDN 4 Penganjuran yang terletak di ibukota Kabupaten Banyuwangi, yaitu 

Kecamatan Banyuwangi. SDN 4 Penganjuran merupakan salah satu sekolah yang 

telah melaksanakan program SAS dengan dokumen administratif yang lengkap. 

Sehingga pada tahun 2017, SDN 4 Penganjuran sebagai perwakilan yang ditunjuk 

langsung oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi meraih prestasi sebagai 

pengelola SAS terbaik se-Kabupaten Banyuwangi. Selain itu, dalam pelaksanaan 

program SAS di SDN 4 Penganjuran tidak hanya memberikan bantuan dana SAS 

kepada siswa yang membutuhkan di internal sekolahnya, namun sekolah tersebut 

juga telah membantu siswa-siswa yang kurang mampu dalam segi ekonomi di 

sekolah lain. Pelaksanaan SAS yang dilakukan di SDN 4 Penganjuran dan SDN 1 

Lateng yang telah membantu siswa sekolah lain dibenarkan oleh pihak Dinas 
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Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil 

wawancara peneliti dengan Ibu Nuriyatus Soleha selaku Kasubag Keuangan 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang bertanggungjawab mengenai 

program SAS sebagai berikut.  

“terdapat beberapa sekolah terutama sekolah dasar yang masih belum 

bisa menjalankan SAS dengan baik. Karena sekolah tersebut 

cenderung memiliki kemampuan yang rendah dalam segi ekonomi. 

Bagi anak-anak di daerah tersebut, uang senilai Rp1.000,- kan masih 

sangat berharga ya. Sehingga anak-anak di daerah tersebut hampir 

semuanya membutuhkan bantuan. Oleh karena itu, sekolah dasar 

dengan jumlah siswa yang secara ekonomi menengah ke atas seperti 

SDN 4 Penganjuran yang kebanyakan siswanya anak pejabat itu akan 

memberikan dana SAS-nya kepada siswa di sekolah dasar lainnya 

yang lebih membutuhkan.”  

 

Penjelasan yang diberikan oleh Ibu Nuri tersebut tentu menarik mengingat 

bahwa tujuan program SAS yaitu untuk membantu meringankan biaya pendidikan 

kepada sesama teman satu sekolah yang kurang mampu secara ekonomi.  

Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Banyuwangi 

berdasarkan prestasi  yang telah diraih oleh Kecamatan Banyuwangi serta 

keunikannya dalam melaksanakan program SAS. Dana SAS yang seharusnya 

untuk siswa kurang mampu dalam segi ekonomi di dalam satu sekolah yang sama 

justru didistribusikan kepada sekolah lain dimana jumlah siswa yang kurang 

mampu dalam segi ekonomi lebih banyak daripada jumlah siswa yang mampu 

dalam segi ekonomi. Dengan lebihnya dana yang dikumpulkan dalam suatu 

sekolah karena bingung uang yang terkumpul tersebut akan digunakan untuk apa 

sedangkan siswa miskin di sekolah tersebut hampir semua sudah diberi bantuan 

dari dana SAS tetapi dana SAS tetap berlebih. 

Dalam perkembangannya, pelaksanaan program SAS mengalami beberapa 

permasalahan seperti kurangnya sosialisasi dan koordinasi yang dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi kepada seluruh sekolah khususnya 

pada sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi sehingga memunculkan adanya 

diskresi dan kurangnya pemahaman mengenai program SAS oleh kepala sekolah 

maupun guru-guru yang menyebabkan pengelolaan SAS pada beberapa sekolah 

berjalan kurang baik. Permasalahan lain yang menjadi cerminan dalam kurang 
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maksimalnya pelaksanaan program SAS pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan 

Banyuwangi adalah kurangnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh 

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dibenarkan oleh masing-

masing pengelola SAS pada saat peneliti melakukan penggalian data di lapangan. 

Tidak adanya monitoring dan evaluasi yang dilakukan langsung kepada sekolah-

sekolah menyebabkan permasalahan yang ada pada pelaksanan program SAS 

belum bisa dilakukan perbaikan. Untuk itu, peneliti melakukan penelitian pada 

sekolah-sekolah dasar yang lain untuk melihat dan menilai mengenai keberhasilan 

program SAS dalam membantu siswa yang kurang mampu. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Ibu Nuri bahwa beberapa sekolah masih belum membentuk 

tim SAS yang terdapat siswa di dalamnya. Sekolah yang tidak membentuk tim 

SAS, dalam pengelolaannya dilakukan oleh seorang guru yang ditunjuk langsung 

oleh kepala sekolah. Padahal SK Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi No. 188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur 

Siswa Asuh Sebaya di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi  

dalam standar pelayanan minimal pada persyaratan melaksanakan program SAS 

yaitu adanya tim SAS Sekolah dan program SAS memiliki konsep “dari siswa, 

untuk siswa, dan oleh siswa”. Pada prosedur program SAS juga dijelaskan bahwa 

kepala sekolah membentuk tim SAS dan membuat SK setiap tahun anggaran pada 

sekolah masing-masing.  

Tabel 1.3 Jumlah sekolah dasar menurut kelurahan di Kecamatan Banyuwangi  

No. Kelurahan Jumlah Sekolah Dasar 

1. Pakis 2 

2. Sobo 1 

3. Kebalenan 2 

4. Penganjuran 6 

5. Tukangkayu 3 

6. Kertosari 2 

7. Karangrejo 5 

8. Kepatihan 1 

9. Panderejo 2 

10. Singonegaraan 2 

11. Temenggungan 1 

12. Kampung Melayu 1 

13. Kampung Mandar 1 

14. Lateng 3 

15. Singotrunan 5 
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No. Kelurahan Jumlah Sekolah Dasar 

16. Pengantigan 1 

17. Sumberejo 1 

18. Tamanbaru 2 

Sumber: Kantor Camat Banyuwangi, 2018 

 Berdasarkan tabel di atas, jumlah sekolah dasar yang ada di  Kecamatan 

Banyuwangi yaitu berjumlah 41 sekolah dasar. Pelaksanaan program Siswa Asuh 

Sebaya pada sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi terdapat perbedaan antara 

sekolah yang satu dengan sekolah yang lainnya. Terdapat sekolah yang jumlah 

siswanya banyak dan ada juga yang sedikit serta ada sekolah negeri dan swasta. 

Pada hal ini peneliti menggunakan empat kriteria sekolah yaitu sekolah dasar di 

negeri-swasta serta besar-kecil untuk membantu peneliti dalam melihat secara 

jelas terkait pengelolaan program Siswa Asuh Sebaya. Sehingga terdapat beberapa 

sekolah dasar yang peneliti pilih untuk dijadikan sebagai objek penelitian yaitu 

sebagai berikut. 

Tabel 1.4 Profil sekolah dasar berdasarkan kriteria pemerataan sekolah di 

Kecamatan Banyuwangi 

No. Nama Sekolah Kriteria 

Negeri Swasta Besar Kecil 

1. SDN 1 Lateng √  √  

2. SDN 3 Lateng √   √ 

3. SD Al Irsyad  √ √  

4. SDN 4 Penganjuran √  √  

5. SDN 2 Penganjuran √   √ 

6. SDN 1 Penganjuran √   √ 

7. SDN Kepatihan √  √  

8. SD Lazuardi Tursina  √  √ 

9. SD Islam Terpadu Al Uswah  √ √  

10. SDN 1 Tukangkayu √   √ 

11. SDN 2 Tukangkayu √  √  

12. SDN Sobo √   √ 

13. SDN Model Banyuwangi √  √  

14. SD Muhammadiyah  √ √  

15. SD Islam Al Khairiyah  √ √  

Sumber: Hasil Temuan Data Peneliti, 2018 

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa terdapat sepuluh sekolah dasar 

negeri dan lima sekolah dasar swasta yang berada di bawah naungan Dinas 

Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berdasarkan pengumpulan data yang peneliti 
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lakukan di lapangan. Sekolah-sekolah dasar tersebut telah peneliti kelompokkan 

dan urutkan berdasarkan temuan data di lapangan terkait pelaksanaan program 

SAS dan sekolah-sekolah tersebut yang paling sering dibicarakan oleh Dinas 

maupun sekolah-sekolah yang lain. Pada kriteria kota, selain terletak di kota tetapi 

sekolah tersebut memiliki jumlah siswa yang banyak dan sekolah yang memiliki 

pemasukan dana SAS yang cukup besar jumlahnya. Pada kriteria swasta, sekolah-

sekolah tersebut memiliki perbedaan pengelolaan SAS dengan sekolah dasar 

negeri lainnya. Pada kriteria kecil, berarti sekolah tersebut memiliki jumlah siswa 

yang sedikit dibandingkan dengan sekolah dasar lainnya sehingga sekolah-sekolah 

tersebut menjadi sekolah yang paling sering dibantu oleh sekolah lain melalui 

dana SAS. Namun, dalam hal ini peneliti hanya melakukan penelitian pada tujuh 

sekolah karena beberapa sekolah yang peneliti kunjungi dan melakukan 

penggalian data terdapat sekolah yang pada saat itu sedang sibuk melakukan 

kegiatan sekolah sehingga tidak bisa melakukan penelitian seperti di SD Al 

Irsyad, SDN Kepatihan, SDN Model Banyuwangi, dan SDN 1 Penganjuran serta 

sekolah lainnya diambil berdasarkan pertimbangan-pertimbangan peneliti. 

Sehingga peneliti hanya mengambil tujuh sekolah dasar untuk melakukan 

penggalian data terkait program SAS.  

SDN 4 Penganjuran, SDN 1 Lateng dan SDN 2 Tukangkayu merupakan 

sekolah dasar negeri dengan jumlah siswa yang banyak dan juga menjadi teladan 

bagi sekolah-sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi dalam pengelolaan dana 

Siswa Asuh Sebaya sehingga sekolah tersebut menjadi sekolah yang paling sering 

memberikan bantuan dana SAS kepada sekolah dasar negeri lainnya. Namun dari 

tiga sekolah tersebut hanya SDN 4 Penganjuran dan SDN 1 Lateng yang menjadi 

pengelola terbaik di Kecamatan Banyuwangi. Selanjutnya SDN 3 Lateng dan 

SDN Sobo merupakan sekolah kecil dengan jumlah siswa yang sedikit 

dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang lain dan juga sekolah tersebut 

menjadi sekolah penerima dana Siswa Asuh Sebaya dari sekolah lain karena dari 

total siswa yang dimiliki sebagian besar berasal dari keluarga yang kurang mampu 

secara ekonomi. SD Islam Al Khairiyah dan SD Muhammadiyah merupakan 

sekolah dasar swasta dengan jumlah siswa yang dimiliki masing-masing sekolah 
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tersebut berbeda. Hal tersebut peneliti lakukan untuk melihat mengenai 

keefektifan program SAS pada sekolah dasar swasta yang dalam pengelolaannya 

memiliki perbedaan dari sekolah-sekolah dasar negeri lainnya. Alasan peneliti 

memilih enam kriteria dengan tujuh sekolah sebagai objek penelitian adalah untuk 

melihat keefektifan dari adanya program Siswa Asuh Sebaya karena peneliti 

menganggap bahwa setiap sekolah memiliki kekhasan masing-masing dalam 

melaksanakan program Siswa Asuh Sebaya. Sehingga peneliti ingin mengetahui 

perbandingan pelaksanaan pengelolaan program SAS pada masing-masing kriteria 

yang peneliti pilih dan melihat hasil program tersebut terhadap sasaran program.  

Program SAS merupakan suatu program yang dibuat oleh pemerintah 

Kabupaten Banyuwangi yang dalam pelaksanaannya memerlukan evaluasi untuk 

melakukan perbaikan. Evaluasi menurut Dunn (Nugroho, 2014: 712) berkenaan 

dengan informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi 

diperlukan untuk melihat kesenjangan antara harapan dengan kenyataan karena 

tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan. Oleh karena 

itu, untuk melihat tercapainya tujuan tersebut dan mengungkapkan hasil yang 

dapat dinikmati oleh sasaran program, perlu adanya penelitian ini. Sehingga 

menarik bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait evaluasi 

hasil program SAS pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi 

Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana evaluasi hasil program Siswa Asuh 

Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten 

Banyuwangi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan suatu gambaran atas targetan yang ingin 

dicapai oleh peneliti. Tujuan penelitian dalam penelitian ini yaitu untuk 
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mendeskripsikan evaluasi hasil program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah 

dasar di Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sebagaimana tujuan penelitian, rumusan manfaat penelitian bukan hanya 

manfaat yang diperoleh secara individu oleh peneliti, namun bisa memberikan 

manfaat bagi pihak-pihak terkait. Dalam hal ini, manfaat penelitian merupakan 

gambaran kegunaan pada suatu penelitian. 

Manfaat penelitian yang ingin diperoleh dari penelitian ini yaitu sebagai 

berikut. 

1. Secara Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dengan 

mengembangkan teori-teori yang telah ada. 

2. Secara Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah pada setiap 

tingkatannya dalam membuat maupun mengevaluasi kebijakan yang 

berkaitan dengan pendidikan. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam melakukan penelitian, dibutuhkan suatu konsep yang tidak boleh 

dilewatkan. Konsep adalah bagian vital dari metodologi penelitian karena apabila 

konsep penelitian dibangun secara “asal-asalan” maka akan mengacaukan bagian 

vital lainnya. Menurut Bungin (2015: 73) konsep adalah generalisasi dari 

sekelompok fenomena tertentu yang dapat dipakai untuk menggambarkan 

berbagai fenomena yang sama. Sebagai suatu hal yang general, konsep bermula 

dari teori-teori yang kejadiannya dibentuk oleh karenanya konsep mempunyai 

tingkat generalisasi yang berbeda. Suatu konsep dibutuhkan oleh peneliti untuk 

mengkaji sebuah fenomena sosial yang kemudian dikemas dalam sebuah 

penelitian. Konsep dasar memiliki tujuan untuk membentuk kerangka berfikir 

seorang peneliti dalam melakukan penelitian yang dipakai oleh peneliti untuk 

mendeskripsikan dunia empiris yang diamatinya. Konsep dasar terdiri atas teori-

teori yang berkaitan dengan masalah penelitian yang mendasari pemikiran seorang 

peneliti untuk menganalisis suatu permasalahan penelitian untuk mencari 

jawabannya. Teori berfungsi untuk membantu peneliti dalam membuat berbagai 

pertanyaan penelitian, memandu peneliti mengumpulkan data dan analisis data. 

Bila peneliti tidak berbekal teori, maka peneliti kualitatif tidak bisa menjadi 

human instrumen, tidak bisa mengumpulkan data secara lengkap dan akurat. 

Selain itu, teori juga berfungsi sebagai bekal untuk bisa memahami konteks sosial 

secara lebih luas dan mendalam. Terdapat beberapa konsep yang peneliti gunakan 

dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut. 

a. Kebijakan Publik 

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Subarsono, 2015: 2) adalah 

apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Kebijakan publik tidak bisa lepas dari proses pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh pihak berwenang dalam suatu negara. 

kebijakan memiliki pengaruh (kekuatan yang memaksa) terhadap 
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banyak orang. Kebijakan publik dibuat oleh pihak yang berwenang 

untuk mencapai suatu tujuan, seperti menyelesaikan suatu permasalahan 

yang terjadi yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. Sehingga 

peneliti menganggap penting untuk untuk membahas mengenai konsep 

kebijakan publik dalam penelitian ini. 

b. Evaluasi Kebijakan Publik 

Suatu kebijakan yang telah dibuat harus diawasi dan dievaluasi mulai 

dari tahap perumusan hingga tahap akhir. Dalam kebijakan, evaluasi 

kebijakan merupakan tahap akhir. Evaluasi diperlukan untuk melihat 

kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Evaluasi dilakukan karena 

tidak semua program kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan 

sehingga ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu 

kebijakan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan 

yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan. Oleh karena itu 

peneliti mengambil konsep evaluasi kebijakan publik untuk dibahas 

dalam penelitian ini.  

c. Program 

Program menurut Wahab (2008: 28) adalah suatu lingkup kegiatan 

pemerintah yang realtif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Terdapat 

beberapa unsur dalam definisi program yaitu implementasi dari suatu 

kebijakan, instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran 

dan tujuan program, berlangsung secara berkesinambungan dan 

melibatkan sekelompok orang. Berdasarkan hal tersebut, peneliti 

mengambil konsep program untuk dibahas dalam penelitian ini. 

d. Pendidikan 

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yaitu Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan 

merupakan salah satu bidang yang patut menjadi perhatian oleh banyak 

orang untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Hal tersebut 

dikarenakan pendidikan masih menjadi permasalahan yang krusial di 

Indonesia dalam meningkatkan sumber daya manusia. Sehingga peneliti 
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menganggap perlu untuk membahas konsep pendidikan dalam penelitian 

ini. 

Keempat konsep dasar tersebut diharapkan dapat membantu peneliti 

dalam membentuk kerangka berpikir peneliti untuk mempermudah menemukan 

jawaban atas permasalahan yang dirumuskan oleh peneliti. Dari konsep di atas 

menjadi gambaran umum peneliti untuk mengkaji lebih lanjut terkait evaluasi 

program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan 

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. 

 

2.1 Kebijakan Publik 

Kebijakan publik berasal dari dua kata yaitu kebijakan dan publik. Kata 

kebijakan berasal dari bahasa Inggris yaitu policy yang berarti kebijakan. 

Kebijakan menurut Islamy (1998: 1.5) adalah suatu program kegiatan yang dipilih 

oleh seorang atau sekelompok orang dan dapat dilaksanakan serta berpengaruh 

terhadap sejumlah besar dalam rangka mencapai suatu tujuan. Kebijakan publik 

tidak bisa lepas dari proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pihak 

berwenang dalam suatu negara. Kebijakan memiliki pengaruh (kekuatan yang 

bersifat memaksa) terhadap banyak orang. Sedangkan kata publik dalam hal ini 

bukanlah masyarakat, tetapi pengertian publik dalam administrasi negara identik 

dengan negara. Kata publik diartikan sebagai kumpulan orang yang menaruh 

perhatian, minat atau kepentingan yang sama. Sehingga kebijakan publik adalah 

keputusan yang dibuat oleh negara atau pemerintah untuk memenuhi kepentingan 

publik.  

Menurut Dunn (2003: 132), kebijakan publik adalah pola ketergantungan 

yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk 

keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor 

pemerintah. Menurut Dye (Subarsono, 2015: 2) mengatakan bahwa kebijakan 

publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu. Definisi lain kebijakan publik menurut Anderson (Subarsono, 2015: 2) 

yaitu kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. 

Pengambilan keputusan dilakukan oleh pembuat kebijakan dengan melakukan 
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beberapa rangkaian. Dalam studi kebijakan publik, terdapat beberapa proses yang 

menjadi serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh pembuat kebijakan.  

 

2.1.1 Tahap-Tahap Kebijakan 

Menurut Dunn (2003: 24), tahap-tahap dalam proses kebijakan publik 

yaitu sebagai berikut. 

a. Tahap Penyusunan Agenda 

Para pejabat publik menempatkan suatu masalah pada agenda 

publik dengan merumuskan masalah kebijakan terlebih dahulu. Di 

dalam kehidupan manusia terdapat berbagai masalah, namun tidak 

semua masalah dapat diangkat menjadi masalah umum. Masalah 

terdapat dua macam, yaitu masalah publik dan masalah privat. 

Masalah publik adalah masalah-masalah uang mempunyai akibat 

yang luas termasuk akibat-akibat yang mengenai orang-orang yang 

secara langsung tidak terlibat. Masalah publik tidak dapat dipenuhi 

atau diatasi secara pribadi, tetapi perlu penanganan secara 

sistematis, struktural dan serius oleh pemerintah bersama dengan 

masyarakat. Sedangkan masalah privat adalah masalah-masalah 

yang mempunyai akibat yang terbatas atau hanya menyangkut pada 

satu atau sejumlah kecil orang yang terlibat secara langsung. 

Anderson (Islamy, 1998: 5.4) menjelaskan bahwa suatu masalah 

baru akan menjadi masalah-masalah kebijakan apabila masalah-

masalah itu dapat membangkitkan orang banyak untuk melakukan 

tindakan terhadap masalah-masalah itu. Namun suatu masalah 

untuk bisa berubah menjadi masalah publik tidak cukup bila 

dihayati oleh banyak orang sebagai suatu masalah publik, tetapi 

masyarakat perlu mempersepsi masalah itu sebagai suatu 

kebutuhan untuk segera ditanggulangi. Selain itu masalah tersebut 

memperoleh tanggapan yang positif dari pembuat kebijakan dan 

mereka bersedia memperjuangkan masalah publik menjadi masalah 

kebijakan dan memasukkannya ke dalam agenda kebijakan. Pada 
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tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, 

sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan 

atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk 

waktu yang lama. 

b. Tahap Formulasi Kebijakan 

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas 

oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan 

untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan 

masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan 

kebijakan yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah 

untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan 

kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dipilih sebagai 

kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. 

c. Tahap Adopsi Kebijakan 

Banyaknya alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus 

kebijakan, pada akhirnya salah satu dari beberapa alternatif 

kebijakan tersebut diadopsi dengan mendapat dukungan dari 

mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau 

keputusan pengadilan. Sehingga terpilih satu kebijakan yang dapat 

memecahkan masalah. 

d. Tahap Implementasi Kebijakan 

Proses pelaksanaan kebijakan publik dapat segera dinilai begitu 

mendapat pengesahan dari lembaga yang berwenang. Pihak-pihak 

yang terlibat dan mempunyai kewajiban melaksanakan kebijakan 

publik yaitu pejabat pemerintah yang berada berada di macam-

macam lembaga negara selain berfungsi sebagai pembuat kebijakan 

juga sekaligus pelaksana kebijakan, badan-badan pemerintah, 

lembaga legislatif, lembaga yudikatif, kelompok-kelompok 

kepentingan maupun organisasi-organisasi masyarakat. Setiap 

kebijakan publik memiliki kekuatan hukum untuk dilaksanakan 

karena rakyat memiliki kewajiban untuk mematuhi undang-undang. 
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e. Tahap Evaluasi Kebijakan 

Pada tahap ini kebijakan yang telah dilakasanakan akan dinilai atau 

dievaluasi untuk melihat seberapa jauh kebijakan yang telah dibuat 

mampu memecahkan masalah. Karena kebijakan publik pada 

dasarnya dibuat untuk meraih apa yang diinginkan. Sehingga 

ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar 

untuk menilai apakah kebijakan publik telah meraih apa yang 

diinginkan. 

Pada tahap-tahap kebijakan publik yang telah dijelaskan di atas, dalam 

penelitian ini peneliti menggunakan tahap evaluasi kebijakan sebagai fokus 

penelitian. Hal tersebut dikarenakan peneliti ingin menilai dampak yang 

terjadi atas pelaksanaan program SAS pada tingkat sekolah dasar di 

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. 

Secara generik terdapat empat jenis kebijakan publik (Nugroho, 2014: 

137), yaitu sebagai berikut. 

1. Kebijakan formal 

Kebijakan formal adalah keputusan-keputusan yang dikodifikasi secara 

tertulis dan disahkan atau diformalkan agar dapat berlaku. Kebijakan 

formal dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut. 

a. Perundang-undangan 

Perundang-undangan adalah kebijakan publik berkenaan dengan 

usaha-usaha pembangunan nasional, baik berkenaan dengan negara 

maupun masyarakat. Karena berkenaan dengan pembangunan, maka 

perundang-undangan lazimnya bersifat menggerakkan, maka 

wajarnya ia bersifat mendinamiskan, mengantisipasi, dan memberi 

ruang bagi inovasi. Untuk perundang-undangan, terdapat dua 

pemahaman yaitu pola Anglo Saxon yang berupa keputusan legislatif 

dan keputusan eksekutif dan pola kontinental yang terdiri dari pola 

makro, messo, dan mikro. Indonesia menganut pola kontinental 
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sebagai warisan penjajah Belanda. Dalam hal ini kebijakan publik 

dikelompokkan menjadi tiga yaitu sebagai berikut. 

1) Kebijakan publik yang bersifat makro atau umum, atau 

mendasar yang lazim diterima mencakup UUD 1945, Tap 

MPR, UU/Perpu. 

2) Kebijakan publik yang bersifat messo atau menengah yang 

lazim diterima mencakup PP dan Perpres. 

3) Kebijakan publik yang bersifat mikro adalah kebijakan yang 

mengatur pelaksanaan atau implementasi dari kebijakan di 

atasnya yang lazim diterima mencakup Perda. 

b. Hukum 

Hukum adalah aturan yang bersifat membatasi dan melarang. 

Tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban publik. Hal ikhwal 

hukum wajarnya berkenaan dengan keputusan-keputusan hukum, 

yang terdiri dari keputusan mediasi atau keputusan kesepakatan di 

antara pihak yang bersengkata, keputusan pengadilan atau keputusan 

yang ditetapkan oleh hakim melalui proses peradilan, dan keputusan 

judisial atau keputusan oleh lembaga yang berada di atas lembaga 

pembuat keputusan pengadilan. 

c. Regulasi 

Regulasi yang bersifat umum adalah pemberian izin atau lisensi 

kepada suatu organisasi bisnis atau kemasyarakatan/nirlaba untuk 

menyelenggarakan misi menjadi bagian untuk membangun 

masyarakat. 

2. Kebiasaan umum lembaga publik yang telah diterima bersama (konvensi). 

Kebijakan ini biasanya ditumbuhkan dari proses manajemen organisasi 

publik seperti upacara rutin, SOP yang tidak tertulis, atau tertulis tetapi 

tidak diformalkan. Ada konvensi yang ditumbuhkan dari aktor organisasi 

publik, seperti Pidato Presiden setiap tanggal 16 Agustus. 
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3. Pernyataan pejabat publik dalam forum publik. 

Pernyataan pejabat publik harus dan selalu mewakili lembaga publik yang 

diwakili atau dipimpinnya. Sehingga setiap pejabat publik harus bijaksana 

dalam mengemukakan pernyataan-pernyataan yang berkenaan dengan 

tugas dan kewenangan dari lembaga publik yang diwakilinya. Pernyataan 

yang paling dapat dianggap sebagai kebijakan publik adalah pernyataan 

yang disampaikan dalam forum resmi dan dikutip oleh media massa dan 

disebarluaskan kepada masyarakat luas. Ucapan pejabat publik di depan 

publik harus: 

a. berisikan kebenaran; 

b. konsisten, karena mencerminkan lembaganya; 

c. apabila berkenaan dengan hal-hal yang harus dengan segera 

diimplementasikan oleh struktur di bawahnya, sudah dikomunikasikan 

terlebih dahulu dengan struktur di bawahnya, dan sudah siap dengan 

manajemen implementasinya; 

d. apabila berkenaan dengan hal-hal yang masih bersifat konsep atau 

rencana, harus disampaikan secara jelas bahwa yang dinyatakannya 

adalah konsep atau rencana.  

4. Perilaku pejabat publik. 

Dengan memasukkan perilaku pejabat publik sebagai salah satu bentuk 

kebijakan publik, maka pejabat publik mempunyai kewajiban baru yaitu 

agar berhati-hati dalam memberikan gesture kepada publik. Hal tersebut 

dikarenakan setiap perilaku pejabat publik yang ditunjukkan kepada 

publik akan menjadi sorotan publik bahkan akan ditirukan oleh publik. 

 

2.2 Evaluasi Kebijakan Publik 

Dalam kebijakan, suatu kebijakan yang telah dibuat harus diawasi mulai dari 

tahap perumusan hingga tahap akhir. Bila kebijakan dipandang sebagai suatu pola 

kegiatan yang berurutan, maka evaluasi kebijakan merupakan tahap akhir dalam 

proses kebijakan. Tetapi sebagai aktivitas fungsional, evaluasi kebijakan tidak 

perlu hanya dibatasi seperti itu karena evaluasi dapat dilakukan pada aktivitas 
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fungsional lainnya, seperti perumusan masalah, pemilihan alternatif, isi dan 

dampak kebijakan dan sebagainya. Dengan demikian, evaluasi dapat dilakukan 

pada semua proses kebijakan. 

Anderson (Islamy, 1998: 6.12) mengatakan bahwa evaluasi kebijakan secara 

singkat dapat diartikan sebagai penilaian atau pengukuran kebijakan, termasuk isi, 

implementasi dan dampaknya. Menurut Dunn (Nugroho, 2014: 712), evaluasi 

dapat disamakan dengan penaksiran (appraisal), pemberian angka (rating) dan 

penilaian (assessment). Evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai 

nilai atau manfaat hasil kebijakan. Ketika hasil kebijakan pada kenyataannya 

memunyai nilai, hal ini karena hasil tersebut memberi sumbangan pada tujuan 

atau sasaran. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa kebijakan atau program telah 

mencapai tingkat kinerja yang bermakna, yang berarti bahwa masalah-masalah 

kebijakan dibuat jelas atau diatasi. Evaluasi diperlukan untuk melihat kesenjangan 

antara harapan dengan kenyataan. Evaluasi dilakukan karena tidak semua program 

kebijakan publik meraih hasil yang diinginkan sehingga ditujukan untuk melihat 

sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi 

adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan.  

Sebagian besar kegiatan evaluasi kebijakan dilakukan oleh pembuat 

kebijakan formal, seperti pejabat eksekutuf, legislatif, yudikatif dan seterusnya. 

Namun secara informal, evaluasi kebijakan juga dilakukan oleh unsur-unsur di 

luar pemerintah, seperti para ahli ilmu ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya, 

media massa, kelompok kepentingan, partai politik, akademika, dan lain lain 

sebagainya. Penilaian mereka kebanyakan didasarkan atas penglihatan mereka 

terhadap pelaksanaan secara nyata dan konsekuensi-konsekuensi yang menyertai 

implementasi kebijakan tersebut.  

Beberapa tujuan evaluasi (Subarsono, 2015: 120) yaitu sebagai berikut. 

a. Menentukan tingkat kinerja suatu kebijakan. Melalui evaluasi maka dapat 

diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. 

b. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Sehingga dapat diketahui 

jumlah biaya dan manfaat dari suatu kebijakan. 
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c. Mengukur tingkat keluaran suatu kebijakan. Hal ini dilakukan untuk 

mengukur seberapa besar dan kualitas pengeluaran atau output dari suatu 

kebijakan. 

d. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi 

ditujukan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif 

maupun negatif. 

e. Untuk mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan yang mungkin 

terjadi dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan 

pencapaian target. 

f. Sebagai bahan masukan (input) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan 

akhir dari evaluasi adalah memberikan masukan bagi proses kebijakan ke 

depan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik. 

Menurut Nugroho (2014: 711), ciri-ciri evaluasi kebijakan yaitu sebagai 

berikut. 

1. Tujuannya menemukan hal-hal yang strategis untuk meningkatkan 

kinerja kebijakan. 

2. Evaluator mampu mengambil jarak dari pembuat kebijakan, pelaksana 

kebijakan, dan target kebijakan. 

3. Prosedur dapat dipertanggungjawabkan secara metodologi. 

4. Dilaksanakan tidak dalam suasana permusuhan atau kebencian. 

5. Mencakup rumusan, implementasi, lingkungan, dan kinerja kebijakan. 

Teknik evaluasi yang sistematis dan ilmiah semakin mempunyai 

kecenderungan yang banyak digunakan karena dengan kemampuannya untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data secara akurat akan menghasilkan 

kesimpulan hasil penilaian yang akurat pula. Teknik inilah yang banyak 

dibutuhkan oleh pemerintah atau masyarakat secara luas karena dengan 

mengetahui hasil dan dampak kebijakan akan dapat dikenali tingkat efektivitas 

kebijakan publik dan nantinya juga akan dipakai sebagai masukan-masukan baru 

dalam rangka memutuskan kebijakan-kebijakan baru yang lebih baik.  
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Menurut Abidin (2012: 165), pada hakikatnya evaluasi secara lengkap 

mencakup tiga pengertian berikut. 

a. Evaluasi awal (ex-ante evaluation) 

Evaluasi awal yaitu evaluasi yang dilakukan dari proses perumusan 

kebijakan sampai saat sebelum diimplementasikan. Pentingnya evaluasi 

awal dalam proses kebijakan pada umumnya dirasakan karena setelah 

rumusan draf kebijakan dibuat atau disetujui masih dirasa perlu untuk 

melakukan sosialisasi guna memperoleh tanggapan awal dari masyarakat. 

b. Evaluasi dalam proses implementasi (monitoring) 

Monitoring diperlukan untuk menunjang keberhasilan implementasi. 

Dengan monitoring, setiap kekeliruan atau ketidakcocokan yang terjadi 

sebagai akibat dari kekurangan informasi pada saat formulasi kebijakan 

atau karena adanya perubahan-perubahan yang tak terduga di lapangan 

diharapkan segera dapat diperbaiki dan disesuaikan. Dengan kata lain, 

monitoring tidak bertujuan untuk mengubah kebijakan, tetapi hanya 

mengadakan penyesuaian. 

c. Evaluasi akhir (ex-post evaluation) 

Evaluasi akhir adalah evaluasi yang dilakukan setelah proses 

implementasi selesai. Evaluasi akhir diperlukan untuk mengidentifikasi 

berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, baik yang 

berasal dari kelemahan strategi kebijakan sendiri, maupun karena 

kelemahan dalam implementasi. Tujuan dari evaluasi akhir ini adalah 

untuk membangun dan menyempurnakan kebijakan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai evaluasi, peneliti mengambil fokus dalam 

evaluasi akhir. Hal tersebut dikarenakan kebijakan dibuat untuk suatu tujuan 

sehingga kebijakan harus dinilai sejauh mana kebijakan tersebut mencapai tujuan 

kebijakan yang diharapkan. Menurut Dunn (2003: ) evaluasi tidak hanya 

menghasilkan kesimpulan mengenai seberapa jauh masalah telah terselesaikan, 

tetapi juga menyumbang pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang 

mendasari kebijakan, membantu dalam penyesuaian dan perumusan kembali 

masalah. Begitu pula dengan program Siswa Asuh Sebaya yang dibuat untuk 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


27 
 

mencapai tujuan sehingga diperlukan penilaian untuk menentukan keberhasilan 

program tersebut. 

 

2.2.1 Pendekatan Evaluasi 

Menurut Dunn (2003: 613), pendekatan-pendekatan evaluasi yaitu 

sebagai berikut. 

a. Evaluasi Semu 

Evaluasi semu adalah pendekatan yang menggunakan metode-metode 

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan dapat 

dipercaya mengenai hasil kebijakan, tanpa berusaha untuk 

menanyakan tentang manfaat atau nilai dari hasil-hasil tersebut 

terhadap individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan. 

b. Evaluasi Formal 

Evaluasi formal adalah pendekatan yang menggunakan metode 

deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat 

dipercaya mengenai hasil-hasil kebijakan dan dampak yang dapat 

dilihat atas dasar tujuan program kebijakan yang telah diumumkan 

secara formal oleh pembuat kebijakan. 

c. Evaluasi Keputusan Teoritis 

Evaluasi keputusan teoritis adalah pendekatan yang menggunakan 

metode-metode deskriptif untuk menghasilkan informasi yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan valid mengenai hasil-hasil kebijakan 

yang secara eksplisit dinilai oleh berbagai macam pelaku kebijakan 

Berdasarkan penjelasan tersebut, dalam penelitian ini peneliti menggunakan 

pendekatan evaluasi formal. Hal tersebut dikarenakan peneliti melakukan 

evaluasi berdasarkan atas tujuan program yang telah dibuat melalui peraturan 

maupun dokumen-dokumen pendukung lainnya untuk melihat hasil yang 

ditimbulkan dari program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di 

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi. 
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2.2.2 Kriteria Evaluasi 

Menurut Dunn (2003: 610), terdapat beberapa tipe kriteria yang 

digunakan untuk mengevaluasi suatu kebijakan yaitu sebagai berikut. 

Tabel 2.1 Kriteria Evaluasi 

Tipe Kriteria Pertanyaan 

Efektivitas Apakah hasil yang diinginkan? 

Efisiensi Seberapa banyak usaha diperlukan untuk 

mencapai hasil yang diinginkan? 

Kecukupan Seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan 

untuk memecahkan masalah? 

Perataan Apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan 

merata kepada kelompok-kelompok yang 

berbeda? 

Responsivitas Apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, 

preferensi atau nilai kelompok-kelompok? 

Ketepatan Apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-

benar berguna? 

Sumber: William N. Dunn, 2003 

Berdasarkan tabel kriteria evaluasi di atas, peneliti akan menguraikan 

mengenai kriteria evaluasi menurut Dunn (2003: 429-438) sebagai berikut. 

a. Efektivitas 

Efektivitas berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil 

(akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya 

tindakan. Efektivitas, yang secara dekat berhubungan dengan 

rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan. 

b. Efisiensi 

Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk 

menghasilkan tingkat efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya 

diukur dari ongkos moneter. Efisien biasanya ditentukan melalui 

perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang 

mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan 

efisien. 

c. Kecukupan 

Kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas 

memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan 
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adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya 

hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. 

d. Pemerataan 

Kebijakan yang berorientasi pada pemerataan adalah kebijakan yang 

akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Kebijakan yang 

dirancang untuk mendistribusikan pendapatan, kesempatan 

pendidikan, atau pelayanan publik kadang-kadang direkomendasikan 

atas dasar kriteria kesamaan. Satu program tertentu mungkin dapat 

efektif, efisien, dan mencukupi, namun mungkin ditolak karena 

menghasilkan distribusi biaya dan manfaat yang tidak merata. Hal ini 

dapat terjadi dalam beberapa kondisi. Mereka yang membutuhkan 

tidak menerima pelayanan sesuai dengan jumlah mereka, mereka 

yang paling tidka mampu membayar dibebani bagian biaya yang 

tidak proporsional, atau mereka yang paling menerima manfaat tidak 

membayar ongkos. 

e. Responsivitas 

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat 

memuaskan kebutuhan kelompok-kelompok masyarakat tertentu. 

Kriteria responsivitas adalah penting karena analis yang dapat 

memuaskan kriteria lainnya masih gagal jika belum menanggapi 

kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari 

adanya suatu kebijakan. Karena itu, kriteria responsivitas 

menanyakan pertanyaan praktis: apakah kriteria efektivitas, efisiensi, 

kecukupan dan kesamaan secara nyata mencerminkan kebutuhan dari 

kelompok-kelompok tertentu? 

f. Ketepatan 

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas 

substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak 

berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih 

kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai dari 

tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-
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tujuan tersebut. sementara semua kriteria lainnya tidak 

mempersoalkan tujuan, kriteria ketepatan mempertanyakan apakah 

tujuan tersebut tepat untuk suatu masyarakat. 

Kriteria tersebut digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu 

program. Meskipun terdapat beberapa indikator dalam mengevaluasi suatu 

program, pada akhirnya untuk mengukur program tersebut berhasil atau tidak 

maka kriteria evaluasi Dunn ini akan membantu peneliti dalam mengukur 

tingkat keberhasilan Program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di 

Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi.  

 

2.3 Program 

Program menurut Wahab (2008: 28) adalah suatu lingkup kegiatan 

pemerintah yang relatif khusus dan cukup jelas batas-batasnya. Dalam konteks 

program itu sendiri biasanya akan mencakup serangkaian kegiatan yang 

menyangkut pengesahan/legislasi, pengorganisasian dan penyediaan sumber-

sumber daya yang diperlukan. Menurut Arikunto dan Syafaruddin (2008: 4), 

program adalah suatu unit atau kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan. Menurut Syafaruddin (2008: 86), terdapat dua 

langkah yang memungkinkan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Berdasarkan definisi 

tersebut, terdapat beberapa unsur penting dalam program di antaranya sebagai 

berikut. 

a. Implementasi atau realisasi dari suatu kebijakan. 

b. Instrumen kebijakan yang digunakan untuk mencapai sasaran dan tujuan 

program. 

c. Berlangsung secara berkesinambungan. 

d. Program berlangsung dengan melibatkan sekelompok orang 

Keempat unsur tersebut merupakan gambaran pelaksanaan program yang 

dimulai dengan realisasi dari suatu kebijakan yang bisa dikaitkan dengan 

pengesahan suatu program. Program Siswa Asuh Sebaya merupakan suatu 
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program yang dibuat untuk mengimplementasikan kebijakan penyelenggaraan 

pendidikan di Kabupaten Banyuwangi dengan membantu meringankan biaya 

pendidikan siswa yang kurang mampu secara ekonomi. Dalam pelaksanaannya, 

program tersebut melibatkan sekelompok orang yang dilakukan dengan 

membentuk sebuah tim pengelola program pada masing-masing sekolah. 

 

2.4 Pendidikan 

Pendidikan menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Sasaran pendidikan adalah manusia 

sehingga pendidikan bermaksud untuk membantu peserta didik dalam 

menumbuhkembangkan potensi-potensi kemanusiannya. 

Pendidikan Nasional memiliki visi yaitu “Terwujudnya sistem pendidikan 

sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua 

warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia Indonesia yang berkualitas, 

sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.” 

Beberapa strategi pencapaian sebagai upaya mewujudkan visi tersebut melalui 

misi yang dikembangkan yaitu sebagai berikut. 

a. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh 

pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia. 

b. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara 

utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan 

masyarakat belajar. 

c. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral. 

d. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan 

sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, 

pengalaman, sikap, dan nilai berdasarkan standard nasional dan global. 
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e. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan 

Republik Indonesia. 

Menurut Buchori (dalam Syafaruddin, 2008: 2) menjelaskan bahwa hal yang 

krusial dilakukan di tengah perubahan zaman yang imperatif adalah mendesain 

relevansi pendidikan nasional supaya lebih dinamis, responsif, dan antisipatif. 

Ada tiga kemampuan yang dituntut terhadap pendidikan nasional yaitu sebagai 

berikut. 

1) Kemampuan untuk mengetahui pola-pola perubahan dan 

kecenderungan yang sedang berjalan. 

2) Kemampuan untuk menyusun gambaran tentang dampak yang akan 

ditimbulkan oleh kecenderungan-kecenderungan yang sedang 

berjalan. 

3) Kemampuan untuk menyusun program-program penyesuaian diri 

yang akan ditempuhnya dalam jangka waktu tertentu atau jangka 

waktu lima tahun. 

Salah satu sektor yang menjadi aset bangsa yang paling berharga adalah 

pendidikan. Meskipun pendidikan menjadi aset yang paling berharga, namun hal 

tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa dalam pendidikan masih terdapat 

suatu permasalahan. Secara garis besar, di antara berbagai permasalahan krusial 

pendidikan di Indonesia adalah meliputi hal-hal sebagai berikut (Hasbullah, 2016: 

14-25). 

a. Masalah ketidakseimbangan dan daya tampung 

Masalah ketidakseimbangan penyelenggaraan pendidikan meliputi: 

1. ketidakseimbangan mengenai jumlah penduduk yang berada pada 

usia sekolah dengan fasilitas yang tersedia untuk mereka. Masalah 

ini semakin terasa setelah animo masayarakat terhadap pendidikan 

semakin besar, apalagi dengan adanya kebijakan pemerintah yang 

mewajibkan anak-anak usia sekolah untuk menamatkan sekolah pada 

jenjang pendidikan tertentu; 
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2. ketidakseimbangan pendidikan secara horizontal bersentuhan dengan 

persoalan jenis dan jenjang pendidikan. Tingkat kemajuan yang 

dicapai di bidang pendidikan kejuruan dan teknik relatif kurang dan 

ketinggalan dibandingkan dengan pendidikan umum. Hal ini 

mengakibatkan tingkat pengangguran semakin banyak karena 

banyak sumber daya manusia yang tidak memiliki keahlian di 

bidangnya; 

3. ketidakseimbangan secara vertikal berkaitan dengan perbandingan 

antara sekolah dasar, sekolah menengah dan perguruan tinggi. 

Jumlah sekolah dasar yang ada jauh lebih banyak, namun semakin 

tinggi jenjang pendidikan semakin berkurang jumlahnya. Dengan 

demikian para siswa yang memasuki sekolah-sekolah tersebut, ada 

kecenderungan semakin tinggi jenjangnya semakin terbatas siswa 

yang memasukinya. 

Permasalahan daya tampung merupakan permasalahan yang berkaitan 

dengan tingginya jumlah anak usia sekolah yang kurang diimbangi 

dengan ketersediaannya jumlah sekolah yang ada, sehingga tidak semua 

anak usia sekolah bisa ditampung masuk di bangku sekolah. Namun 

untungnya banyak pihak masyarakat seperti yayasan atau lembaga-

lembaga tertentu yang ikut berpartisispasi membangun sekolah-sekolah 

swasta yang menjadi solusi terhadap persoalan daya tampung. 

b. Masalah pemerataan pendidikan 

Permasalahan pemerataan pendidikan muncul karena dalam UUD 

1945 telah mengamanatkan bahwa semua warga negara berhak 

mendapatkan pendidikan. Amanat dasar dari UUD 1945 tersebut 

seharusnya memaksa kepada pemerintah untuk dapat menyediakan 

layanan pendidikan seluas-luasnya kepada semua warga negara Indoneisa 

dengan tanpa adanya diskriminasi. Masih banyak masalah yang perlu 

diatasi terkait pemerataan pendidikan, di antaranya yaitu sebagai berikut. 
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1. Desa-Kota 

Kesenjangan kualitas dan penyelenggaraan pendidikan antara desa 

dengan kota masih sangat jauh. Keadaan pendidikan di kota jauh 

lebih baik dibandingkan di desa, baik fasilitas, jumlah guru, akses 

informasi, dan lain-lain. 

2. Negeri-Swasta 

Meskipun sekolah-sekolah swasta sudah mulai banyak jumlahnya 

hingga ke daerah-daerah terpencil, namun sekolah swasta masih jauh 

tertinggal dan jauh dari harapan, baik menyangkut fasilitas, jumlah 

guru, kesejahteraan guru, maupun kualitas output. 

3. Umum-Agama 

Terjadi dualisme penyelenggaraan pendidikan di Indonesia yaitu 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menyelenggarakan 

pendidikan nasional dan Kementerian Agama yang 

menyelenggarakan pendidikan madrasah dan pesantren. Terdapat 

perbedaan di antara keduanya baik secara pembiayaan maupun 

kualitasnya.  

c. Masalah mutu pendidikan 

Masalah mutu atau kualitas merupakan aspek yang tidak dapat 

dipisahkan dari pemerataan dan perluasan kesempatan belajar. 

Berdasarkan faktor penyebab, ada beberapa masalah mendasar terkait 

dengan mutu pendidikan yaitu sebagai berikut. 

1. Proses pembelajaran di lembaga pendidikan yang terlalu berorientasi 

pada penguasaan teori dan hafalan pada semua mata pelajaran 

sehingga menyebabkan kemampuan belajar dan penalaran anak didik 

kurang berkembang. 

2. Kurikulum sekolah yang amat terstruktur dan sarat beban yang 

menyebabkan proses pembelajaran di sekolah menjadi steril terhadap 

keadaan dan perubahan lingkungan yang berkembang dalam 

masyarakat. Akibatnya proses pendidikan menjadi rutin, 
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membosankan, tidak menarik, dan kurang mampu memupuk 

kreativitas murid untuk belajar. 

3. Hasil-hasil pendidikan belum dapat dinilai melalui sistem pengujian 

yang terpercaya dan terlembaga, sehingga mutunya belum dapat 

dimonitor secara teratur dan objektif. Perbandingan kualitas 

pendidikan antarwilayah, daerah, antarwaktu, dan antarnegara belum 

dapat dilakukan dan mengingat hasil-hasil penilaian mutu belum 

diukur secara teliti maka sistem penilaian yang berlaku belum dapat 

berfungsi sebagai sarana umpan balik untuk penyempurnaan proses 

pembelajaran. 

4. Pelaksanaan pembinaan profesi jabatan guru masih secara terpisah-

pisah, belum ditata di dalam satu sistem yang integral. Dalam hal ini 

menyebabkan mutu profesi jabatan guru belum dapat diandalkan 

sehingga akan dapat berpengaruh terhadap upaya peningkatan mutu 

pendidikan secara umum. 

d. Masalah pembiayaan pendidikan 

Salah satu faktor yang memberikan pengaruh besar terhadap kualitas dan 

kesesuaian pendidikan adalah anggaran atau pembiayaan pendidikan. 

Pembiayaan pendidikan merupakan salah satu isu penting dalam 

pembangunan pendidikan di hampir seluruh negara di dunia. Hasil studi 

yang dilakukan oleh Clark dkk. (Hasbullah, 2016: 23) menyebutkan 

bahwa sebagian besar dana pendidikan di sekolah-sekolah negeri di 

Indonesia lebih didistribusikan untuk keperluan administrasi dan tenaga 

pengajar. Sedangkan untuk keperluan kegiatan operasional dan 

pemeliharaan masih sangat terbatas. Ketimpngan dalam distribusi 

pembiayaan pendidikan di Indonesia menurut Suryadi dan Tilaar (1994) 

dalam Hasbullah (2016: 23) tampak nyata pada ketimpangan 

infrastruktur pendidikan, yakni antara infrastruktur pendidikan di pusat 

dan daerah, antara pendidikan jenjang dasar, menengah, dan tinggi, 

antara sekolah pedesaan dan perkotaan, antara sekolah negeri dan swasta, 

serta antara sekolah agama, kejuruan dengan sekolah umum.  
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Pelaksanaan sistem pendidikan juga memerlukan kebijakan untuk perubahan 

atau peningkatan mutu. Kebijakan yang diperlukan yang langsung bersentuhan 

dengan keperluan peningkatan mutu sekolah karena di dalamnya berkenaan 

dengan proses pemberdayaan. Dengan begitu eksistensi sekolah sangat strategis 

dalam kerangka kelangsungan hidup kebudayaan manusia. Sekolah menjadi 

pranata sosial yang berperan dalam pengembangan Sumber daya Manusia yang 

diperlukan untuk menjadi pelaku dalam proses pembangunan bangsa. 

Sistem persekolahan di Indonesia merupakan subsistem dari sistem 

pendidikan nasional. Karena itu, keberadaan sekolah adalah sebagai lembaga yang 

menyelenggarakan kebijakan pendidikan nasional atau kebijakan Dinas 

Pendidikan Kabupaten/Kota. Sekolah sebagai subsistem sosial berfungsi dalam 

mengintegrasikan semua subsistem yang ada di dalamnya, baik penyusunan 

tujuan dan nilai dari masyarakat untuk menentukan tujuan sekolah, maupun 

penggunaan pengetahuan untuk menjalankan tugas sekolah yaitu pengajaran dan 

pembelajaran sesuai tuntutan keperluan masyarakat sebagai suatu keunikan.  

Sekolah sebagai suatu organisasi memiliki unsur atau komponen yang 

berfungsi dan saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan sekolah. 

Komponen-komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah, wakil kepala sekolah, 

guru-guru, karyawan, supervisor dan siswa. Ada pula unsur sarana dan prasarana, 

termasuk fasilitas dan finansial sekolah di samping komponen kurikulum 

pendidikan sebagai pedoman bagi proses pengajaran dan pembelajaran.  

Peranan sekolah sangat strategis dan menentukan kualitas generasi masa 

depan. Dua tujuan utama dari inti kegiatan sistem persekolahan yaitu mendidik 

murid dalam berbagai ragam program akademik atau keterampilan kognitif dan 

pengetahuan serta mendidik pelajar dalam pengembangan individu dan 

keterampilam sosial serta pengetahuan yang diperlukan untuk fungsi pekerjaan 

dan sosial politik di masyarakat. 

Keberadaan sekolah sebagai lembaga formal penyelenggara pendidikan 

memainkan peran strategis dalam keberhasilan sistem pendidikan nasioanl. 

Kepala sekolah sebagai manajer dan pemimpin adalah bertanggungjawab dalam 

menerjemahkan dan melaksanakan kebijakan pendidikan nasional yang ditetapkan 
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pemerintah. Berawal dari UUD 1945, undang-undang, peraturan pemerintah, 

keputusan presiden, instruksi presiden, keputusan menteri, sampai kepada 

peraturan daerah provinsi, peraturan daerah kabupaten dan kota, kemudian 

diterjemahkan dan dilaksanakan oleh kepala sekolah untuk menyentuh langsung 

keperluan stakeholders pendidikan, khususnya anak didik. Jadi, setiap kebijakan 

harus selalu berhubungan dengan kesejahteraan dan pencerdasan masyarakat. 

Suatu kebijakan sekolah tentu saja dibuat untuk memajukan sekolah sesuai 

tuntutan keperluan warga sekolah atau masyarakat luas. Kebijakan sangat penting 

bagi kehidupan siswa dan para guru karena berkaitan dengan pengajaran dan 

pembelajaran dalam rangka peningkatan efektivitas sekolah dan prsetasi pelajar. 

Tidak terkecuali peran administrator dan anggota komite sekolah adalah sangat 

menentukan, terkait dengan suatu kebijakan. 

Berdasarkan penjelasan mengenai konsep pendidikan, program SAS 

merupakan salah satu kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan oleh 

sekolah sebagai subsistem pendidikan nasional, khususnya sekolah dasar. Adanya 

program SAS adalah sebagai penanggulangan dari salah satu masalah pendidikan 

yang telah dipaparkan sebelumnya, yaitu masalah pendidikan mengenai 

pembiayaan pendidikan. Hal tersebut dikarenakan program SAS membantu siswa 

yang kurang mampu secara ekonomi dengan memberikan bantuan dari uang yang 

telah dikumpulkan dari siswa yang mampu secara ekonomi berupa uang tunai 

maupun barang sesuai kebutuhan penerima bantuan SAS tersebut. Suatu 

kebijakan pendidikan nasioanl pada inti mencerdaskan kehidupan bangsa adalah 

memberikan kesempatan luas kepada masyarakat untuk mengakses pendidikan 

agar terjadi transformasi sosial yang bermakna. Melalui program SAS, pemerintah 

daerah Kabupaten Banyuwangi ingin memberikan kesempatan khususnya kepada 

masyarakat yang kurang mampu dalam segi ekonomi sehingga dapat mengubah 

nasib dengan bersekolah secara baik dan berkelanjutan. Tidak hanya dapat 

bersekolah, tetapi masyarakat kurang mampu dalam segi ekonomi tersebut dapat 

menikmati pendidikan berkualitas seperti halnya masayarakat yang mampu dalam 

segi ekonomi. 
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2.5 Penelitian Terdahulu 

Nama Dona Lika Indriyani, Kismartini, 

Aufarul Marom 

Muhammad Firyal Akbar 

Tahun Penelitian 2015 2016 

Judul Penelitian Evaluasi Dampak Program 

Bantuan Operasioal Sekolah 

(BOS) Tingkat Sekolah 

Menengah Pertama Negeri 

(SMPN) di Kecamatan 

Banyumanik Kota Semarang 

Evaluasi Kebijakan Program 

Pemberian Dana Bantuan 

Operasional Sekolah (Studi 

Kasus pada Sekolah Dasar di 

Kabupaten Mamuju Utara) 

Persamaan Menggunakan teori evaluasi Menggunakan teori evaluasi 

dan tingkat sekolah 

Perbedaan Program yang diteliti, tingkat 

sekolah dan lokasi penelitian 

Program dan lokasi penelitian 

Hasil Penelitian Program BOS di SMP Negeri 

Kecamatan Banyumanik 

memberikan dampak bagi 

siswa/siswi dan orang tua siswa 

yang bersangkutan dalam 

pemenuhan akses pendidikan 

dasar. Dampak secara 

organisasional bagi SMP Negeri 

Kecamatan Banyumanik, sekolah 

dapat melakukan pemenuhan 

kuantitas dan kualitas sarana 

kegiatan sekolah melalui 

pengelolaan dana BOS yang 

diterima sekolah. Selain itu, dana 

BOS juga digunakan untuk 

meningkatkan prestasi sekolah 

melalui kegiatan-kegiatan 

penyelenggaraan pendidikan dan 

juga untuk menekan angka putus 

sekolah. Meskipun di beberapa 

kondisi sekolah mengalami 

hambatan dalam pengelolaan dana 

BOS yang terkadang mengalami 

keterlambatan penyaluran ke 

rekening sekolah. Serta hambatan 

untuk dapat menyesuaikan dan 

mencari alternative lain ketika 

muncul kebutuhan sekolah yang 

mendesak, sedangkan adanya 

pembatasan komponen 

pembiayaan dalam buku pedoman 

petunjuk teknis BOS. 

Hasil evaluasi mengenai 

program dana bantuan 

operasional sekolah (BOS) 

pada sekolah dasar di 

Kabupaten Mamuju Utara, 

secara keseluruhan 

menunjukkan bahwa program 

ini sudah berjalan cukup baik 

walaupun demikian masih ada 

poin-poin yang menjadi 

kelemahan atau pun 

kekurangan dalam menunjang 

berjalannya program ini, 

namun hal itu semestinya 

masih dapat diatasi. 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


39 
 

2.6 Kerangka Berpikir 

 

 

 

Kebijakan Publik 

(Program Siswa Asuh 

Sebaya) 

Identifikasi Masalah Perumusan Masalah Implementasi Monitoring Evaluasi  

Indikator pengukuran 

evaluasi program SAS 

menurut Dunn 

1. Efektivitas 

2. Efisiensi 

3. Kecukupan 

4. Pemerataan 

5. Responsivitas 

6. Ketepatan 

Rekomendasi 
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BAB 5. PENUTUP 

 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terkait evaluasi 

program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan 

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai 

berikut. 

a. Program Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan 

Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi masih belum mampu menjalankan 

kegiatan sesuai dengan yang tercantum di SK Bupati dan SOP. Sosialisasi 

yang tidak merata dan belum menjangkau ke semua sekolah khususnya 

sekolah dasar di Kecamatan Banyuwangi mengakibatkan perbedaan 

pemahaman dan penafsiran antara satu sekolah dasar dengan sekolah 

dasar yang lain sehingga masing-masing sekolah membuat improvisasi 

sendiri terkait pengelolaan SAS. 

b. Dilihat dari kriteria pengukuran menurut Dunn, permasalahan siswa 

dalam membiayai pendidikan terutama kebutuhan pendidikannya seperti 

tas, sepatu, alat tulis, dan sebagainya bisa tercukupi. Masing-masing 

sekolah dasar telah memberikan bantuan secara merata, artinya siswa 

dibantu sesuai dengan kebutuhannya. Pelaksanaan program SAS 

mendapat respon yang baik dan positif dari siswa, sekolah maupun orang 

tua siswa. Penerima program SAS merasa sangat terbantu karena siswa 

menjadi lebih semangat dalam belajar dan bersekolah serta mampu 

meringankan beban orang tua. Dengan kata lain, pelaksanaan program 

Siswa Asuh Sebaya pada tingkat sekolah dasar di Kecamatan 

Banyuwangi sudah efektif dan dapat dilanjutkan pelaksanaannya. 

Meskipun ada beberapa sekolah yang mengalami kendala dalam proses 

kegiatannya, namun respon terhadap bantuan dana SAS tersebut sangatlah 

baik, sehingga siswa yang menerima bantuan tersebut lebih semangat lagi 

untuk belajar dan bersekolah. 
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5.2 Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran yang dapat dijadikan masukan terkait 

program Siswa Asuh Sebaya, maka peneliti menyampaikan saran sebagai berikut. 

a. SOP yang telah dibuat sebaiknya dilakukan pembaruan setiap satu tahun 

sekali. Hal tersebut dilakukan agar program SAS dapat dilaksanakan dan 

dikembangan sesuai dengan perkembangan zaman. 

b. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perlu melakukan koordinasi 

dan evaluasi setiap satu bulan sekali untuk mengetahui permasalahan atau 

kekurangan-kekurangan yang terjadi dalam pelaksanaan program SAS 

pada sekolah dasar. 

c. Semua sekolah perlu melibatkan siswa dalam pengelolaan SAS dengan 

membuat tim SAS agar kemampuan siswa dalam bekerja tim dapat diasah 

dan belajar untuk bertanggung jawab. 

d. Pengelola program Siswa Asuh Sebaya perlu melakukan pembaruan tiap 

tahunnya agar pelaksanaan program tersebut pada masing-masing sekolah 

dapat berkembang sehingga siswa tidak merasa bosan jika 

pelaksanaannya secara monoton tiap tahunnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


142 
 

DAFTAR PUSTAKA 

 

 

Buku 

Abidin, Said Zainal. 2012. Kebijakan Publik. Jakarta: Salemba Humanika. 

Bungin, Burhan. 2015. Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi: Format-

Format Kuantitatif dan Kualitatif untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, 

Komunikasi, Manajemen, dan Pemasaran. Jakarta: Prenadamedia Group. 

Creswell, John W. 2015. Penelitian Kualitatif dan Desain Riset (Edisi ke-3). 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Dunn, William N. 2003. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gajah 

Mada University Press. 

Hasbullah. 2016. Kebijakan Pendidikan: Dalam Perspektif Teori, Aplikasi, dan 

Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo 

Persada. 

Moeleong, Lexy J. 2013. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya. 

Nugroho, Riant. 2014. Public Policy. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 

Soenarko. 2003. Public Policy. Surabaya: Airlangga University Press. 

Subarsono. 2015. Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kebijakan. Bandung: PT Alfabeta. 

Suharsono. 2013. Dasar-Dasar Kebijakan Publik: Kajian Proses dan Analisis 

Kebijakan. Yogyakarta: Ombak. 

Syafaruddin. 2008. Efektivitas Kebijakan Pendidikan: Konsep, Strategi, dan 

Aplikasi Kebijakan Menuju Organisasi Sekolah Efektif. Jakarta: PT Rineka 

Cipta. 

Tirtarahardja, Umar dan Sulo, La. 2005. Pengantar Pendidikan. Jakarta: PT 

Rineka Cipta. 

Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo S. 2009. Metodologi Penelitian Sosial. 

Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


143 
 

Wahab, Solichin Abdul. 2008.  Analisis Kebijakan Publik. Malang: UPT 

Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang. 

Winarno, Budi. 2014. Kebijakan Publik: Teori, Proses dan Studi Kasus. Jakarta: 

PT Buku Seru. 

 

Dasar Hukum 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/182/KEP/429.011/2014 tentang 

Program Siswa Asuh Sebaya 

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi Nomor 

188/1416/429.101/2015 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Siswa 

Asuh Sebaya (SAS) di Lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten 

Banyuwangi 

 

Lembaga 

Badan Pusat Statistik Kabupaten Banyuwangi. 2017. Kecamatan Banyuwangi 

Dalam Angka 2017. Banyuwangi: BPS Kabupaten Banyuwangi 

Universitas Jember. 2016. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: Jember 

University Press. 

 

Internet 

http://www.banyuwangi.go.id/  (diakses pada tanggal 25 Maret 2018) 

http://www.banyuwangikab.go.id/ (diakses pada tanggal 25 Maret 2018) 

http://jendela.data.kemdikbud.go.id/jendela/index.php/chome/dashboard/ (diakses 

pada tanggal 13 April 2018) 

http://www.republika.co.id/berita/pendidikan/berita/10/12/25/154298-80-persen-

anak-indonesia-putus-sekolah-karena-ekonomi (diakses pada tanggal 19 

November 2017) 

http://student.cnnindonesia.com/edukasi/20170417145047-445-208082/tingginya-

angka-putus-sekolah-di-indonesia/ (diakses pada tanggal 19 November 

2017) 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


144 
 

PEDOMAN WAWANCARA I 

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANYUWANGI 

 

Daftar Pertanyaan! 

1. Sejak tahun berapa program Siswa Asuh Sebaya mulai dilaksanakan?  

2. Bagaimana latar belakang munculnya program SAS? 

3. Siapa saja yang terlibat dalam proses perumusan program SAS di Kabupaten 

Banyuwangi? 

4. Sudah berapa sekolah yang menjalankan program SAS? 

5. Apakah sekolah di bawah departemen agama juga melaksanakan program 

SAS? 

6. Apakah ada dana dari pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk membantu 

pengembangan program SAS? 

7. Aturan apa saja yang digunakan untuk melaksanakan program SAS? 

8. Bagaimana koordinasi dengan sekolah dalam melaksanakan program SAS? 

9. Apakah ada bentuk evaluasi yang dilakukan oleh dinas pendidikan terhadap 

pelaksanaan program SAS? Jika ada, apa bentuk evaluasinya? 
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PEDOMAN WAWANCARA II 

PENGELOLA SAS SEKOLAH DASAR DI KECAMATAN BANYUWANGI  

KABUPATEN BANYUWANGI 

 

Daftar Pertanyaan! 

1. Sejak tahun berapa sekolah ini melaksanakan program SAS? 

2. Apakah ada SK Kepala Sekolah yang mengatur terkait program SAS? 

3. Bagaimana cara menentukan penerima dana SAS? 

4. Siswa kelas berapa saja yang menjadi tim pengelola SAS? 

5. Apakah sekolah memiliki mekanisme perekrutan untuk menjadi tim 

pengelola SAS? 

6. Bagaimana peran guru untuk membantu siswa dalam mengelola dana SAS? 

7. Apakah ada struktur pengelola SAS? Jika ada, bagaimana pembagian tugas 

dalam mengelola dana SAS ini? 

8. Kapan dilakukan pengumpulan uang sukarela untuk dana SAS? 

9. Kapan dilakukan pendistribusian dana SAS kepada penerima SAS? Apakah 

seminggu sekali atau bagaimana? 

10. Apakah ada evaluasi atau pengendalian yang dilakukan oleh pihak sekolah 

terhadap pengelolaan dana SAS? Jika ada, apa bentuk evaluasinya? 

11. Apakah ada mekanisme pelaporan keuangan oleh sekolah kepada pemangku 

kepentingan? Jika ada, bagaimana mekanismenya? 

12. Bagaimana koordinasi pihak sekolah dengan pihak-pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan program SAS? 

13. Sejauh ini, apa saja hambatan yang ditemui/dirasakan selama program SAS 

berjalan? 
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Data Penyaluran Dana SAS di SDN Sobo Tahun Pelajaran 2016/2017 
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Data Penyaluran Dana SAS di SDN 3 Lateng Tahun Pelajaran 2017 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


192 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


193 
 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


194 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


195 
 

 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


196 
 

 

 

Digital Repository Universitas JemberDigital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


197 
 

 

Data Penyaluran Dana SAS di SDN 2 Tukangkayu Tahun Pelajaran 2016/2017 
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Data Penyaluran Dana SAS di SDN 4 Penganjuran Tahun Pelajaran 2016/2017 
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Data Penyaluran Dana SAS di SDN 1 Lateng Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

Tahun Bulan Pemasukan 
Siswa 

Pengasuh 

Siswa yang 

Diasuh 

2016 Juli Rp 800.000 979 16 

2016 Agustus Rp 1.000.000 979 10 

2016 September Rp 2.619.000 979 17 

2016 Oktober Rp 3.600.000 979 6 

2016 November Rp 3.134.000 979 15 
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Data Pemasukan Dana SAS di SD Islam Al Khairiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 
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Data Penyaluran Dana SAS di SD Muhammadiyah Tahun Pelajaran 2016/2017 
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